
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Masyarakat 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 721): 

 “Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.” 

 

 Menurut Eko Hadi Wiyono (2007: 391): 

 “Masyarakat merupakan sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang 

membentuk perikehidupan berbudaya; rakyat.” 

 

 Menurut Abdul Majid (2008: http://majidbsz.wordpress.com/2008/06/ 

30/pengertian_masyarakat.html): 

“Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan 

golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang 

sama.” 

 

 Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat di 

tarik pengertian bahwa masyarakat merupakan sejumlah manusia yang memiliki 

satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan dan 

kebudayaan yang mereka anggap sama. Disamping itu masyarakat memiliki ciri-

ciri : 

1. Merupakan kesatuan hidup bersama yang saling berinteraksi dan 

berkesinambungan.  

2. Memiliki kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, norma, hukum, serta aturan yang 

mengatur semua pola tingkah laku warga dan dipatuhi oleh seluruh 

anggotanya. 

3. Memiliki identitas atau ciri kepribadian yang sama, kuat, dan  mengikat 

seluruh warga. 
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Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi 

anggota dari kelompok sosial tertentu, sehingga bagi individu terdapat dorongan-

dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok sosial. Suatu ukuran 

lainnya bagi si individu adalah bahwa dia merasa lebih tertarik pada kelompok-

kelompok sosial yang lebih dekat dengan kehidupan seperti keluarga, kelompok 

kekerabatan dan rukun tetangga, daripada misalnya dengan suatu perusahaan 

besar atau negara. Apabila kelompok sosial dianggap sebagai kenyataan dalam 

kehidupan manusia/individu, juga harus diingat pada konsep-konsep dan sikap-

sikap individu terhadap kelompok sosial sebagai kenyataan subjektif yang penting 

untuk memahami gejala kolektivitas. Berikut pembagian kelompok sosial: 

1. In-group dan Out-group 

Perlu diketahui, bahwa dilihat dari segi kelompok-kelompok sosial itu sendiri 

ada suatu perasaan mengenai dirinya termasuk in-group atau out-group. 

a. In-group, adalah kelompok sosial dengan mana orang perorangan 

(individu) mengidentifikasikan dirinya. 

b. Out-group, adalah kelompok sosial yang oleh orang perorangan yang 

telah merasa berada dalam suatu group tertentu dianggap sebagai 

lawan in-groupnya. 

In-group dan Out-group, dapat dijumpai dalam semua masyarakat, walaupun 

kepentingan-kepentingannya tidak selalu sama. 

2. Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder 

a. Kelompok primer, merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, 

yang anggotanya saling kenal mengenal dan ada kerjasama yang erat, 

juga dinamakan face to face group. 

b. Kelompok Sekunder, adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari 

banyak orang, antara siapa hubungan tidak perlu didasarkan atas kenal 

mengenal secara pribadi, dan sifatnyapun tidak harus terus menerus 

secara langsung. 

3. Paguyuban dan  Patembayan 

a. Paguyuban, adalah kesatuan kelompok manusia yang terbentuknya 

sebagai kelompok tersebut karena kodrat penciptaan Tuhan. Seperti 



 

keluarga yang terdiri atas anak-anak beserta orang tuanya, marga, dan 

suku bangsa. 

b. Patembayan, adalah kesatuan kelompok manusia yang terbentuknya 

sebagai kelompok tersebut adalah karena kehendak masing-masing 

anggota kelompok tersebut, seperti yayasan, biro-biro dagang. 

4. Formal group dan Informal group 

a. Formal group, adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan 

yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya 

untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. 

b. Informal group, tidak mempunyai struktur dan organisasi yang tertentu 

atau pasif, kelompok semacam ini biasanya terbentuk karena 

pertemuan yang berulang kali, yang dasar pertemuannya adalah 

kepentingan dan pengalaman yang sama. 

5. Membership group dan reference group  

a. Membership group, merupakan suatu kelompok dimana setiap orang 

secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. 

b. Reference group, ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi 

ukuran bagi seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk 

membentuk pribadi dan perilakunya. 

6. Kelompok Okupasional dan Kelompok Volonter 

a. Kelompok Okupasional, adalah kelompok yang terdiri dari orang-

orang yang melakukan pekerjaan sejenis. 

b. Kelompok Volonter, adalah kelompok yang keanggotaannya pada 

kepentingan-kepentingan primer yang harus dipenuhi. 

 

 Pada tatanan kehidupan masa kini, yang ditandai dengan kemajuan 

teknologi dan komunikasi antar warga masyarakat secara individual ataupun 

kelompok, maka biasanya ada penggolongan kelompok masyarakat. 

Menurut Nina Nurani dan Anne Nurjanah (2006: 27): 

“Ada penggolongan kelompok masyarakat yaitu: Masyarakat pedesaan 

(rural community) dan masyarakat perkotaan (urban community), yang 



 

masing-masing dengan cirinya. Secara singkat ciri-ciri desa dan kota 

adalah: 

a. Masyarakat pedesaan 

1. Relatif jumlah penduduk tiap desa lebih sedikit dibanding tiap 

penduduk kota. 

2. Hidup dalam suasana intim dan saling mengenal, melalui 

komunikasi tatap muka. 

3. Hidup dalam suasana kekeluargaan. 

4. Status sosial terbatas karena relatif sedikitnya differensiasi kerja. 

5. Mata pencaharian nafkah penduduk desa pada umumnya bertani, 

nelayan, beternak dan sebagian telah mengadakan industri rumah 

tangga. 

6. Penghayatannya akan norma, tradisi dan berbagai pola budaya 

kelompoknya lebih mendalam apabila dibandingkan dengan 

masyarakat perkotaan yang heterogen penduduknya. 

 b. Masyarakat perkotaan 

1. Berpenduduk relatif besar antara warga masyarkat kota 

dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. 

2. Komunikasi intim kurang karena sudah banyak digunakan 

komunikasi teknologi elektronika dan berbagai sarana komunikasi 

sosial. Biasanya untuk mengatasi hal ini dilakukan pertemuan 

melalui RT/RW. 

3. Interest kepada materi lebih mewarnai watak yang relatif lebih 

individual. 

4. Differensiasi kerja dan profesi relatif banyak dan bervariasi secara 

lebih luas. 

5. Profesi atau mata pencaharian beraneka macam, industri 

merupakan ciri menonjol yang tidak dijumpai di pedesaan. 

6. Kota merupakan pusat pemerintahan dan lembaga pendidikan 

tinggi, serta pusat penawaran budaya dan perubahan sosial.” 



 

Sesuai dengan pendapat di atas maka dalam menghubungkan kota dan 

desa adalah suatu masalah sosiologis yang terjalin di kedua masyarakat ini, yaitu 

masalah urbanisasi dan permasalahan lain yang timbul baik di kota maupun di 

desa. 

 

2.2 Pengetahuan Konsumen (Masyarakat) 

2.2.1 Pengertian Pengetahuan Konsumen (Masyarakat) 

Mowen and Minor (1998:106) mendefinisikannya sebagai “The amount 

of experience with and information about particular produts or services a person 

has“.  

Sedangkan Engel, Blackwell and Miniard (1995:337) : “at a general 

level, knowledge can be defined as the information stored  within memory. The 

subset of total information relevant to consumers  functioning in the 

marketplace is called consumer knowledge”.  

 

Berdasarkan kepada dua definisi tersebut dapat diartikan bahwa 

pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimilki konsumen mengenai 

berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan 

produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya 

sebagai konsumen. 

Manusia secara umum menerima informasi dari lingkungan lewat proses 

yang sama, oleh karena itu dalam memahami pengetahuan masyarakat harus ada 

proses di mana ada informasi yang di peroleh lewat ingatan organisme yang 

hidup. Fakta ini memudahkan peningkatan pengetahuan individu, adanya 

stimulus yang mempengaruhi individu yang mencetuskan suatu pengalaman dari 

organisme, sehingga timbul berpikir yang dalam proses perseptual merupakan 

proses yang paling tinggi. 

Dalam keterkaitan proses pengetahuan ada beberapa hal yang 

mempengaruhi studi perilaku konsumen meliputi hal-hal sebagai berikut, Apa 

yang dibeli konsumen? (What they buy?), Mengapa konsumen membelinya? (Why 

they buy it?), Kapan mereka membelinya? (When they buy it?), Dimana mereka 



 

membelinya? (Where they buy it?), Berapa sering mereka membelinya? (How 

often they buy it?), Berapa sering mereka menggunakannya? (How often they use 

it?). 

Pengetahuan konsumen tentang informasi perbankan syariah akan 

memberi dampak terhadap perilaku konsumen. Dengan kata lain perilaku 

konsumen meliputi aktivitas bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, memakai, dan membuang barang, jasa, gagasan atau 

pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka, Hal tersebut 

merupakan informasi bagi pihak manajemen perusahaan, karena memahami 

perilaku konsumen dan mengenal pelanggan bukan hal yang sederhana. 

Karenanya pemasar harus mempelajari keinginan, persepsi, preferensi serta 

perilaku belanja dan pembelian pelanggan sasaran mereka.  

 

2.2.2 Jenis Pengetahuan Konsumen (Masyarakat) 

Para ahli psikologi kognitif membagi pengetahuan ke dalam pengetahuan 

deklaratif (Declarative knowledge) dan pengetahuan prosedur (Procedural 

knowledge). Pengetahuan deklaratif adalah fakta subjektif yang diketahui oleh 

seseorang. Arti subjektif disini adalah pengetahuan orang tersebut mungkin tidak 

selalu harus sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Sedangkan pengetahuan 

prosedur adalah pengetahuan mengenai bagaimana fakta-fakta tersebut digunakan. 

Pengetahuan deklaratif terbagi menjadi dua kategori : episodic dan semantic. 

Pengetahuan episodic (Episodic knowledge) melibatkan pengetahuan yang 

dibatasi dengan lintasan waktu. Pengetahuan ini digunakan untuk menjawab 

pertanyaan seputar waktu penggunaan suatu produk. Sebaliknya, pengetahuan 

semantic (Semantic knowledge) mengandung pengetahuan yang digeneralisasikan 

yang memberikan arti bagi dunia seseorang.  

Mowen dan Minor (1998:106) membagi pengetahuan konsumen menjadi 

tiga kategori : (1). Pengetahuan Objektif (Objective knowledge), (2). Pengetahuan 

Subjektif (Subjective knowledge), dan (3). Informasi mengenai pengetahuan 

lainnya. Pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk 

yang disimpan di dalam memori jangka panjang konsumen. Pengetahuan subjektif 



 

adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui 

mengenai kelas produk. Konsumen mungkin juga memiliki informasi mengenai 

pengetahuan berbagai hal lainnya.  

Engel , Blackwell dan Miniard (1994:317) membagi pengetahuan 

konsumen ke dalam tiga jenis pengetahuan : (1). Pengetahuan Produk, (2). 

Pengetahuan Pembelian, dan  (3). Pengetahuan Pemakaian. 

 

 Pengetahuan Produk 

Pengetahuan produk sendiri merupakan sekumpulan dari banyak jenis 

informasi yang berbeda. Pengetahuan produk meliputi : 

a) Kesadaran akan kategori dan merek produk di dalam kategori produk 

b) Terminologi produk 

c) Atribut atau ciri produk 

d) Kepercayaan tentang kategori produk secara umum dan mengenai 

merek spesifik 

 

Analisis Kesadaran 

Merek yang akrab dengan konsumen merupakan perangkat kesadaran 

(awareness set). Jelaslah, sulit untuk menjual produk yang “tidak dikenal.” 

Sebagai akibatnya, sasaran pemasaran yang penting adalah memindahkan 

merek ke dalam perangkat kesadaran.  

 

Analisis Citra  

Pemasar juga berkepentingan dengan kepercayaan yang dianut oleh 

konsumen dan menentukan suatu citra merek. Dengan memeriksa 

kepercayaan konsumen mengenai kemampuan merek adalah mungkin 

untuk menentukan apakah suatu produk telah mencapai posisi yang 

diingnkan di dalam benak konsumen. Pemeriksaan pengetahuan konsumen 

mengenai sifat objek dikenal sebagai analisis citra (Image analysis). 

 

 



 

Kesalahan Persepsi Terhadap Produk 

Pemasar harus siaga terhadap ketidakakuratan di dalam pengetahuan 

konsumen. Sangat lazim untuk mendapatkan bahwa konsumen memiliki 

kepercayaan keliru yang menimbulkan penghalang yang berarti bagi 

keberhasilan.  

 

Pengetahuan Harga 

Salah satu aspek pengetahuan produk yang patut dikhususkan adalah 

aspek yang melibatkan harga produk. Pemeriksaan atas apa yang 

konsumen ketahui mengenai harga absolut dan harga relatif dapat 

memberikan informasi penting untuk membimbing tindakan pemasaran. 

Keputusan penetapan harga oleh eksekutif pemasaran mungkin pula 

bergantung kepada persepsi mereka mengenai berapa baik konsumen 

mendapatkan informasi mengenai harga. Pemasar akan lebih dimotivasi 

untuk menekan harga dan berespon terhadap potongan harga kompetitif 

bila mereka percaya konsumen banyak mengetahui tentang harga yang 

ditetapkan di pasar. Sebaliknya, tingkat pengetahuan yang rendah 

mengenai harga memungkinkan pemasar kurang memperhatikan tentang 

perbedaan harga yang berarti sehubungan dengan pesaing. Bila konsumen 

sebagian besar tidak mengetahui tentang perbedaan harga relatif, pemasar 

dapat mengeksploitasi ketidaktahuan ini melalui harga yang lebih tinggi.   

 Pengetahuan Pembelian 

Pengetahuan Pembelian (Purchase knowledge) mencakupi bermacam 

potongan informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat 

dengan perolehan produk. Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian 

melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan tentang dimana produk 

tersebut harus dibeli dan kapan pembelian harus terjadi. 

 

 

 



 

Dimana Membeli 

Masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh konsumen selama 

pengambilan keputusan adalah dimana mereka harus membeli suatu 

produk. Keputusan dimana membeli ditentukan sebagian besar oleh 

pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian mencakup informasi 

yang dimiliki konsumen mengenai lokasi produk dimana pengetahuan ini 

dapat mempengaruhi perilaku pembelian.  

 

Kapan Membeli  

Kepercayaan konsumen mengenai kapan membeli adalah satu lagi 

komponen yang relevan dari pengetahuan pembelian. Pengetahuan 

mengenai kapan harus membeli dapat menjadi faktor penentu yang sangat 

penting dari perilaku pembelian untuk inovasi baru.  

 

 Pengetahuan Pemakaian 

Pengetahuan pemakaian (Usage knowledge) mencakup informasi yang 

tersedia di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat 

digunakan dan apa yang diperlukan untuk menggunakan produk tersebut.  

 

Peter dan Olson  (1996:86) juga membagi pengetahuan menjadi tiga jenis 

pengetahuan produk yaitu : (1). Pengetahuan tentang karakteristik atau 

atribut produk. (2). Pengetahuan tentang manfaat produk, dan (3). 

Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan oleh produk/jasa bagi 

konsumen. Secara rinci, diuraikan sebagai berikut : 

 

 Produk Sebagai Perangkat Ciri (Products as Bundles of Attributes) 

Keputusan tentang ciri produk adalah elemen penting dalam strategi 

pemasaran. Seorang konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan 

kepada karakteristik/ciri atau atribut dari produk tersebut. Para pemasar 

perlu memahami apa yang diketahui oleh konsumen, atribut apa saja yang 

dikenal dari suatu produk, atribut mana yang dianggap paling penting oleh 



 

konsumen. Pengetahuan mengenai atribut produk akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan konsumen. Pengetahuan yang lebih banyak 

mengenai atribut suatu produk akan memudahkan konsumen untuk 

memilih produk yang akan dibelinya. Strategi pemasaran terutama dalam 

komunikasi sering diarahkan untuk menyampaiakan informasi mengenai 

atribut-atribut baru yang dimiliki oleh suatu produk, dengan harapan 

bahwa atribut tersebut memberikan nilai tambah di mata konsumen. 

 

Peter dan Olson (1996:84) menyebutkan bahwa konsumen memiliki 

tingkat pengetahuan produk yang berbeda. Pengetahuan ini meliputi kelas 

produk (Product class), bentuk produk (Product form), merek (brand), 

model/fitur (model/features). 

Dari sudut pandang pemroses kognitif, kita dapat mempertanyakan apakah 

konsumen memang memilki pengetahuan tentang semua ciri tersebut 

dalam ingatannya dan apakah konsumen memang mengaktifkan serta 

menggunakan pengetahuan tersebut ketika berpikir tentang suatu produk 

atau merek. Pemasar perlu mengetahui ciri produk mana yang paling 

penting bagi konsumen, apa arti ciri tersebut bagi konsumen, dan 

bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut dalam proses kognitif 

seperti pemahaman dan pengambilan keputusan. 

 

 Produk Sebagai Perangkat Manfaat (Products as Bundles of Benefits) 

Jenis pengetahuan produk yang kedua adalah pengetahuan tentang manfaat 

produk. Konsumen seringkali berpikir mengenai manfaat yang ia akan 

rasakan jika mengkonsumsi atau membeli suatu produk, bukan karena 

atributnya. Pengetahuan ini penting bagi konsumen karena pengetahuan ini 

akan mempengaruhi keputusan pembeliannya. Di sisi lain, pemasar juga 

menyadari bahwa konsumen sering berpikir tentang produk dan merek 

dalam konteks konsekuensinya, bukan ciri-cirinya. Konsekuensi adalah 

apa yang terjadi pada konsumen ketika suatu poduk dibeli dan digunakan 

atau dikonsumsi.  



 

 Produk Sebagai Pemuas Nilai (Products as Values Satisfiers) 

Konsumen juga memiliki pengetahuan tentang nilai pribadi dan simbolis 

yang dapat dipenuhi atau dipuaskan oleh suatu produk atau merek. Nilai 

(values) adalah sasaran hidup yang luas dari masyarakat. Nilai juga 

melibatkan afeksi sehubungan dengan kebutuhan atau tujuan tesebut 

(perasaan dan emosi yang menyertai keberhasilan). Ada beberapa cara 

untuk mengklasifikasikan nilai, yaitu dengan mengidentifikasi dua tipe 

atau level nilai : instrumental dan terminal. Nilai instrumental 

(Instrumental values) adalah pola perilaku atau cara bertindak yang 

diinginkan (bersenang-senang, bertindak independent, menunjukkan 

kepercayaan diri). Nilai terminal (Terminal values) adalah status 

keberadaan yang diinginkan, status psikologis yang luas (bahagia, damai, 

berhasil). Nilai instrumental dan terminal (tujuan atau kebutuhan) 

mewakili konsekuensi terluas dan paling personal yang ingin dicapai 

seseorang dalam hidupnya. 

 

2.3 Perilaku Konsumen 

2.3.1 Definisi Perilaku Konsumen 

Schiffman dan Kanuk (2004:8) menerangkan tentang definisi perilaku 

konsumen sebagai berikut : 

”The behavior that consumers display in searching for purchasing, using, 

evaluating, and disposing of products, services, and ideas which they expect to 

satisfy their needs”(“Perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam 

pencariannya untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang 

produk, jasa dan ide yang mereka kira dapat memenuhi kebutuhan mereka”). 

 

Sedangkan Engel, Blackwell dan Miniard (1995:4) mengartikannya 

sebagai berikut : 

“Consumer behavior as those activities directly involved in obtaining, 

consuming, and disposing of products and services, including the decision 

processes that precede and follow these action” (“Perilaku konsumen sebagai 



 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan ini”).  

Variasi definisi lainnya seperti yang dikutip oleh Ujang Sumarwan 

sebagai berikut : “Perilaku yang ditujukan oleh orang-orang dalam merencanakan, 

membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa” (Winardi:1991). 

“Perilaku yang dikaitkan dengan preferences dan possibilities”  (Deaton dan 

Muellbawer:1986). “Perilaku konsumen merupakan pengkajian dan perilaku 

manusia sehari-hari” (Mullen dan Johnson:1990). 

 

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen 

Engel, Blackwell dan Miniard (1994:60) berpendapat bahwa konsumen 

dapat dipengaruhi perilakunya menurut kehendak pihak yang berkepentingan. 

Selanjutnya Engel juga menyebutkan sedikitnya ada 3 faktor yang menjadi 

deteminan variasi penentu keputusan konsumen. 3 faktor ini yang menjadi 

pengaruh yang mendasari pada perilaku konsumen. Faktor-faktor tersebut adalah : 

 

1. Pengaruh Lingkungan. 

 Konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks dimana keputusan 

mereka  dipengaruhi oleh 1. Budaya, 2. Kelas Sosial, 3. Pengaruh 

Pribadi, 4. Keluarga, dan 5. Situasi. 

 

2. Perbedaan dan Pengaruh Individual. 

 Konsumen juga dipengaruhi faktor internal yang menggerak dan 

mempengaruhi perilaku mereka. Faktor internal ini sangat mungkin 

berbeda antar individu sehingga akan menghasilkan keputusan dan 

perilaku yang berbeda pula. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Sumber 

daya konsumen, 2. motivasi dan Keterlibatan, 3. Pengetahuan, 4. 

Sikap, dan, 5. Kepribadian, gaya hidup, dan demografi. 

 

 



 

3. Proses Psikologis. 

 Proses psikologis dari konsumen akan membawa mereka pada proses 

berikut yaitu : 1. Pengolahan Informasi, 2. Pembelajaran dan, 3. 

Perubahan Sikap/Perilaku, yang kesemuanya akan memberikan 

dampak pada penentuan keputusan mereka. 

 

Senada dengan Engel, Philip Kotler (2001:197) menyebutkan setidaknya 

ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu : faktor budaya, sosial, 

kepribadian, dan kejiwaan. Masing-masing dari faktor-faktor tersebut memiliki 

subfaktor yang menjadi elemen pembentuknya.  

 

Gambar 2.1 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen 

 

 

 

 

 Sumber: Prinsip-Prinsip Pemasaran, Philip Kotler (2001:197)  

 

Penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen ini 

akan dapat menghasilkan petunjuk bagaimana meraih dan melayani konsumen 

secara lebih efektif. 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah : 

1. Faktor Budaya, yaitu meliputi budaya (penentu keinginan dan perilaku yang  

mendasar),sub-budaya (bangsa, agama, suku, daerah),dan kelas sosial.  

2. Faktor Sosial, perilaku seorang konsumen dipengaruhi faktor-faktor sosial 

seperti kelompok acuan, keluarga, peran dan status. 

3. Faktor Pribadi, merupakan faktor pribadi (usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep-diri pembeli). 

4. Faktor Psikologis, faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, 

pengetahuan, serta keyakinan dan pendirian. 

(James F. Engel,1994:60) 

 

2.4 Definisi Bank 

2.4.1 Pengertian Bank 

Pengertian mengenai bank menurut Muchdarsyah Sinungan (1992:3) 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai 

Financial Intermediary atau perantara keuangan dari dua pihak-pihak yang 

kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana”. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998  

menyatakan bahwa: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan, serta deposito dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup rakyat   banyak”. 

 

2.4.2 Fungsi Bank 

Dari pengertian bank yang telah diuraikan, maka bank berfungsi untuk 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengelola dana 

tersebut sebagai sumber permodalan bagi usaha atau jasa yang diberikan bank 



 

kepada masyarakat yang membutuhkannya, sehingga dari usahanya tersebut bank 

memperoleh keuntungan.  

 

2.4.3 Jenis-Jenis Bank Menurut Sistem Operasionalnya 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terdapat dua bentuk bank 

berdasarkan sistem operasionalnnya yaitu : 

1.   Bank Konvensional 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dana, menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak dimana sebagai imbalan bagi para penyimpan dana dan 

merupakan pendapatan bank dari peminjam dana adalah “Bunga”. 

Dalam konteks ini bunga dapat diartikan sebagai imbalan atau balas jasa 

yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual 

produknya. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh 

bank kepada nasabah atas dana yang disimpan dan digunakan oleh bank 

serta harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas penggunaan 

dana yang dipinjam nasabah dari bank. 

2. Bank Syariah 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dana, menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak dimana sebagai imbalan bagi para penyimpan atau investor 

dana (Shahibul Maal) adalah “Bagi Hasil”. 

 

2.5 Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank 

umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah 

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain 



 

untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan 

lainnya yang sesuai dengan syariah. 

 

Menurut Institut Manajemen Bina Mulia Consulting Centre (2008: 4): 

“Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas 

kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan 

usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.” 

 

Menurut Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo (2005: 33): 

“Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah Islam.” 

 

Sedangkan menurut Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi 

dua pengertian, yaitu : 

 “ Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. 

Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

Islam ; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-

ketentuan Al-Qur’an dan Hadist ; Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip 

syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah islam. Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat 

secara Islam.” 

 Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bank 

Syariah adalah Bank yang dalam kegiatan operasinya dalam system keuangan, 

berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi system 

keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrument utamanya : bunga. Bunga 

uang biasa disebut dengan interest. Karena unsur utama yang diharamkan dalam 

Islam ialah bunga yakni riba. Islam menganggap riba sebagai salah satu unsur 

buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh 

karena itu, Al-Qur’an melarang umat islam memberi atau memakan riba 

(Karnaen Perwataatmadja : 1997). 



 

 Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh 

hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi 

mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh 

keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak 

dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan 

keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan 

nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. 

 Bisnis berdasarkan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh. 

Pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Di mana kita telah mencatat 

tiga bank umum syariah, 78 BPR Syariah, dan lebih dari 2.000 unit Baitul Maal 

wa Tamwil (Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT). Lembaga ini telah 

mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip 

syariah. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh 

lembaga keuangan non-syariah.  

 

Menurut Muhamad (2000: 25). Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk 

adalah: 

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jemis transaksi. 

2. Menjalankan bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan 

keuntungan yang halal. 

3.  Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. 

4. Larangan menjalankan monopoli. 

5. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis 

dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

No. Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Falsafah Tidak berdasarkan bunga 

(riba), spekulasi (maisir), 

dan ketidakjelasan (gharar) 

Berdasarkan bunga 

2 Operasionalisasi - Dana masyarakat berupa 

titipan dan investasi yang 

baru akan mendapatkan 

hasil jika “diusahakan” 

terlebih dahulu 

- Penyaluran pada usaha 

yang halal dan 

menguntungkan 

- Dana masyarakat berupa 

simpanan harus dibayar 

bunganya pada saat jatuh 

tempo 

- Penyaluran pada sektor 

yang menguntungkan 

tanpa memperhitungkan 

aspek halal atau tidaknya 

sektor tersebut 

3 Aspek Sosial Dinyatakan secara eksplisit 

dan tegas yang tertuang 

dalam visi dan misi 

Tidak diketahui secara 

tegas 

4 Organisasi Harus memiliki Dewan 

Pengawas Syariah 

Tidak memiliki Dewan 

Pengawas Syariah 

Sumber: Rifki Muhammad (2008: 53) 

 

2.5.1 Dasar Hukum Bank Syariah 

Menurut Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo (2005: 35): 

“Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang 

gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-

undangan berikut ini :  

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 



 

2. Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-

undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan 

moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 

12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank 

Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang-

undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi 

pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan 

kegiatan usaha bank. 

4. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 

tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 

2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang 

Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi 

Pembayaran Antarbank atas Hasil Kliring Lokal, Peraturan Bank 

Indonesia No.2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar 

Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank 

Indonesia No.2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat 

Wadi‟ah Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut 

mengatur tentang likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan 

prinsip syariah. 

5. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank for International 

Settlement (BIS) yang berkedudukan di Basel, Swiss yang dijadikan 

acuan oleh perbankan Indonesia untuk mengatur Pelaksanaan Prinsip 

Kehati-hatian (Prudential Banking Regulations). 

6. Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga 

lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar 

akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara 



 

bank dengan nasabah (arbitrase muamalah), standardisasi fatwa produk 

bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.” 

 

2.5.2 Prinsip Bank Syariah 

Prinsip yang dijalankan dalam melaksanakan operasional bank syariah 

adalah : 

a) Prinsip Keadilan, tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi 

hasil dan pengambilan margin keuntungan yang telah disepakati oleh 

bank dan nasabah. 

b) Prinsip Kesederajatan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan 

dana, nasabah pengguana dana, maupun bank pada kedudukan yang 

sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, 

dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, 

nasabah pengguna dana, maupun pihak bank. 

c) Prinsip Ketenteraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan 

prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain : tidak ada unsur riba 

dan menerapkan zakat harta. Dengan demikian nasabah merasakan 

ketenteraman lahir dan batin. 

 

2.5.3 Tujuan Bank Syariah 

 Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank 

konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan 

kewajiban moral yang disandangnya. 

Menurut Amin Aziz (tanpa tahun terbit: 9): 

“Bank syariah bertujuan berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank 

syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank 

dengan metode lain.” 

 

 

 



 

Kemudian selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya 

bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut: 

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana 

meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada 

masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna 

tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. 

Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya 

untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan 

usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru 

dan dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat 

mengurangi pengangguran. 

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses 

pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk 

berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari 

bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien 

dan adil akan menggalakan usaha ekonomi kerakyatan. 

3. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku 

bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

 

2.5.4 Fungsi dan Peran Bank Syariah 

 Menurut AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions):  

“Fungsi dan peran bank syariah dijabarkan oleh AAOIFI (Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adalah sebagai 

berikut: 

1. Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana 

nasabah. 

2. Investor, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 



 

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana 

lazimnya. 

4. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas 

keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk 

mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, 

mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.” 

 

2.5.5 Karakteristik Bank Syariah 

Bank syariah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bank 

konvensional. Menurut Warkum Sumitro yang dikutip Rifqi Muhammad 

(2008: 52): 

“Adapun karakteristiknya antara lain sebagai berikut: 

1. Beban biaya disepakati bersama pada waktu akad dan diwujudkan 

dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku serta fleksibel untuk 

dilakukan negoisasi dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut 

hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam 

kontrak. 

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran selalu 

dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun 

batas waktu perjanjian telah berakhir. 

3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak 

menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan 

dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu 

proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata. 

4. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh 

penyimpan dianggap sebagai titipan (Al Wadiah) sedangkan bagi bank 

dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana 

pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan 

prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang 

pasti. 



 

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi 

operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, segenap jajaran 

pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasar muamalah. 

6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak 

pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai 

fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan 

bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap 

sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.” 

Menurut Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo (2005: 37): 

“Bank syariah memiliki beberapa karakeristik tertentu yang 

membedakannya dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut: 

1. Prohibition against the payment and receipt of a fixed or predetermined 

rate of interest. Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil 

(profit and loss sharing, disingkat PLS). 

2. Requirement to operate through Islamic modes of financing. 

3. Investment deposits. Such deposits are not guaranteed in capital value 

and not yield any fixed or guaranteed rate of return. Dalam hal bank 

mengalami kerugian, nasabah penyimpan dana mungkin kehilangan 

dananya, menurut perbandingan pembagian laba/rugi. 

4. Beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama pada saat 

akad pinjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal 

dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan. Besarnya beban 

biaya tersebut tidak kaku dan masih dapat dilakukan tawar-menawar 

dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan selama 

masa berlakunya kontrak. Penyelesaian sisa utang setelah kontrak 

berakhir dilakukan dengan membuat kontrak baru. 

5. Dihindarkannya penggunaan persentase atas pinjaman kredit dalam 

menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa 

utang, walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai. Hal ini berarti 

menghindari berlipatnya beban biaya dan produk pinjaman yang 

mungkin terlambat dibayar. 



 

6. Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang 

diperoleh debitur. Bank syariah tidak menentukan keuntungan pasti 

(fixed return) yang ditetapkan di awal perjanjian. Keuntungan di muka 

hanya dimungkinkan untuk akad-akad jual beli melalui kredit 

kepemilikan barang atau aktiva. 

7. Bank syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada 

nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro wadi‟ah 

maupun tabungan/deposito mudharabah. Nasabah penyimpan dana 

pemegang giro wadi‟ah akan mendapatkan keuntungan berupa bonus, 

sedangkan pemegang tabungan/deposito mudharabah akan 

mendapatkan proporsi bagi hasil. 

8. Prinsip penjaminan (collateral) tidak dominan dalam pemberian kredit 

di bank syariah. Hal ini terlibat pada pembiayaan pembelian barang 

modal bahwa barang yang dibeli masih milik bank – dapat dianggap 

sebagai jaminan sendiri – selama belum dilunasi oleh debitur. 

9. Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi. Hal ini 

berimplikasi pada pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pada 

dasarnya berupa uang, melainkan pembiayaan barang atau jasa yang 

dibutuhkan oleh debitur. 

 

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia: 

“Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi 

Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut: 

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. 

2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money). 

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 

4. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan 

5. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.” 

 

 

 



 

2.5.6 Organisasi Bank Syariah 

 Bank Syariah memiliki karakteristik yang hampir sama dengan bank 

konvensional karena bentuk badan hukum yang digunakan sebagian besar adalah 

Perseroan Terbatas (PT). Badan hukum PT memungkinkan ada pihak yang 

mendominasi atau pemegang saham mayoritas. Perbedaan yang signifikan dalam 

organisasi bank syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimana 

DPS diharapkan sebagai penyeimbang Dewan Komisaris sehingga kebijakan 

Dewan Komisaris harus sejalan dengan kebijakan DPS karena bank syariah tidak 

sekedar beroperasi untuk mencari keuntungan semata namun lebih jauh berupaya 

menjalankan usaha dengan mengharapkan hasil yang halal dan thoyib. 

 Pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi bank syariah adalah rapat 

umum pemegang saham (RUPS), namun demikian RUPS tetap harus 

memperhatikan ketentuan syariah serta pendapat yang disampaikan oleh DPS 

sehingga walaupun posisi DPS dibawah RUPS, bukan berarti DPS mengikuti apa 

yang diinginkan para pemegang saham. DPS akan bersikap independen karena 

DPS hakekatnya adalah kesenjangan tangan dari DPS sehingga norma-norma 

yang dibangun oleh DPS harus sejalan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh 

DSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.2. Organisasi Bank Syariah 

 

Sumber: Bank Indonesia (2000 : 1) 

 

2.5.7 Produk-Produk Bank Syariah 

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di 

bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan 

keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada 

mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian 

pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan 

produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Produk Penghimpunan Dana 

a) Prinsip Wadi‟ah 

 Prinsip wadi’ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, di mana nasabah 

bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai 



 

peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan 

(Anonimus : 2002) sebagai berikut : 

 Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak ,ilik atau 

ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan 

tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus 

kepada pemilik dana sebagai insentif. 

 Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup 

ijin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang 

disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

 Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti 

biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar 

terjadi. 

 Ketentuan lain berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap 

berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

 

Prinsip wadi‟ah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan 

menjadi dua jenis. yaitu : (1) wadi‟ah yad amanah dan (2) wadi‟ah yad 

dhomanah.  

 

Landasan hukum prinsip ini adalah sebagai berikut: 

1) Q.S. An Nisa (4) Ayat 58, yang terjemahannya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat 

(titipan), kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar Lagi Maha Melihat.” 

2) Q.S. Al Baqarah (2) Ayat 283, yang terjemahannya: 

“…Jika sebagian dari kamu memercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utang) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya… 



 

3) Al Hadits: 

“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak 

menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah 

mengkhianatimu.” (H.R. Abu Dawud) 

“Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah saw. berkata: 

„Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, 

tiada shalat bagi yang tidak bersuci.‟ ” (H.R. Thabrani) 

 

b) Prinsip Mudharabah  

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan dana bertindak 

sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan 

bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika 

terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. 

Rukun mudharabah : 

1. Ada pemilik dana 

2. Ada usaha yang dihasilkan 

3. Ada nisbah 

4. Ada ijab Kabul 

Aplikasi prinsip mudharabah : 

1. Tabungan berjangka 

2. Deposito berjangka 

Dasar hukum prinsip ini adalah sebagai berikut. 

1) Q.S. An Nisa (2) Ayat 12: 

“…Maka mereka bersyarikat pada sepertiga….” 

2) Al Hadits: 

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. berkata: Aku pihak ketiga dari dua 

orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati 

lainnya.” (H.R. Abu Dawud) 

 

 



 

Prinsip mudharabah dibagi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan 

mudharabah muqayyadah. Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank 

syariah, prinsip mudharabah mutlaqah dapat diterapkan untuk pembukuan 

rekening tabungan dan deposito. 

Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam 

menggunakan dana yang dihimpun. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik 

dana mengenai nisbah dan tata cara pemberi keuntungan dan/atau perhitungan 

pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. 

Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam 

akad. 

Sedangkan dalam prinsip mudharabah muqayyamah merupakan simpanan 

khusus dimana nasabah penyimpan dana menetapkan syarat-syarat penyaluran 

dana yang harus diikuti oleh bank. 

Prinsip wadi‟ah dan mudharabah tersebut mendasari dikeluarkannya 

produk-produk giro wadi‟ah atau titipan (yadhlomanah), tabungan mudharabah, 

deposito mudharabah atau deposito bagi hasil dari usaha bank yang besarnya 

tidak ditetapkan di muka, serta fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak 

bertentangan dengan syariah, seperti jasa untuk memperoleh balas jasa (fee), 

seperti: pemberian jaminan (al kafalah), pengalihan tagihan (al hiwalah), 

pelayanan khusus (al jo‟alah), pembukuan L/C (al wakalah). 

 

2. Produk Penyaluran Dana 

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiap 

model yaitu: 

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan 

dengan prinsip jual beli. 

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan 

dengan prinsip sewa. 



 

3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang 

ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip 

bagi hasil. 

 

1) Prinsip Jual Beli (Tijaroh) 

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola : 

1. Dilakukan untuk transfer of property. 

2. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual 

barang. 

 

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan 

sebagai berikut: 

1. Pembiayaan mudharabah (dari kata ridhu = keuntungan). Bank 

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan 

segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. 

2. Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang 

diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai 

penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, 

harga, dan waktu penyerahan. 

Ketentuan umum dalam bai‟as-salam: 

a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara 

jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. 

b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai 

dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab. 

c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau 

dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan 

melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua). 

3. Istishna. Jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan 

oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna diterapkan pada 

pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 



 

Ketentuan umum: 

a) Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, 

ukuran, mutu, dan jumlahnya. 

b) Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak 

boleh berubah selama berlakunya akad. 

c) Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga 

setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap 

ditanggung nasabah. 

 

2) Prinsip Sewa (Ijarah) 

Transaksi Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada 

dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaanya 

terletak pada obejk transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya 

adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya jasa. Pada skhir masa 

sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. 

Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bittamlik 

(sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan 

harga jual disepakati pada awal perjanjian. 

 

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah 

dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut: 

1. Musyarakah, adalah kerja sama dalam suatu usaha oleh dua pihak. 

 Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut: 

a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah 

dan dikelola bersama-sama. 

b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan 

usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. 

c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalan proyek musyarakah tidak 

boleh melakukan tndakan, seperti: 



 

1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. 

2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin 

pemilik modal lainnya. 

3) Memberi pinjaman kepada pihak lain. 

4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau 

digantikan oleh pihak lain. 

5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila: 

1. Menarik diri dari perserikatan. 

2. Meninggal dunia. 

3. Menjadi tidak cakap hukum. 

6) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu 

proyek harus diketahui bersama. 

7) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. 

 

2. Mudharabah, kerja sama dengan mana shahibul maal memberikan dana 

100% kepada mudharib yang memiliki keahlian. 

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah adalah: 

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; 

harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan 

nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, 

harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. 

2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dengan dua cara: 

1) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setia 

bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal 

menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan 

penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, 

dan penyalahgunaan dana. 

2) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun 

tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika 

nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar 



 

kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan 

sanksi administrasi. 

3. Mudharabah Muqayadah, pada dasarnya sama dengan ketentuan di 

atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan 

modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. 

 

3. Produk Jasa (Akad Pelengkap) 

Akad pelengkap dikembangkan sebagai pelayanan jasa. Akad ini 

dioperasinalkan dengan pola sebagai berikut: 

1. Al-Hiwalah (alih utang piutang), transaksi pengalihan utang piutang. 

Dalam praktik perbankan fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk 

membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan 

produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan 

piutang. 

2. Ar-Rahn (gadai), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali 

kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan 

wajib memenuhi kriteria: 

a) Milik nasabah sendiri, 

b) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil    

 pasar, 

c) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 

3. Al-Qardh (pinjaman kebaikan), digunakan untuk membantu keuangan 

nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan 

untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh 

dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. 

4. Al-Wakalah. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili 

dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer, dan 

sebagainya. 

5. Al-Kafalah, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran 

suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah 

untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. 



 

Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi‟ah. 

Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan. 

 

2.6 Keputusan 

2.6.1 Pengertian Kepustusan 

Pengertian Keputusan Menurut Schiffman dan Kanuk (2004:547) adalah:   

”..selection of an option from two or more alternative choices..”  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 804) adalah: 

“Segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, 

dipikirkan).” 

 

Menurut Berman dan Evans (1998:216) adalah: 

“keputusan konsumen meliputi keputusan untuk menentukan apakah akan 

membeli, apa yang dibeli, dimana, kapan, dari siapa, dan seberapa sering membeli 

barang atau jasa. Perilaku pembelian konsumen dibentuk karakteristik individu 

yang terdiri dari budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Dalam hal ini unsur 

pengetahuan termasuk kedalam faktor psikologis. 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi 

alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan - 

kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya . 

 

2.6.2 Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Salah satu keputusan yang penting diambil konsumen dan harus mendapat 

perhatian yang besar dari para pemasar adalah keputusan pembelian konsumen.  

Menurut Kotler (2000:192) untuk sampai kepada keputusan pembelian 

konsumen akan melewati 5 tahap yaitu : 

 

 



 

1. Problem Recognition 

Merupakan tahap dimana pembeli mengenali masalah atau kebutuhannya. 

Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktualnya dengan keadaan yang 

diinginkannya. Kebutuhan tersebut dapat dipicu oleh rangsangan internal seperti 

lapar dan haus yang bila mencapai titik tertentu akan menjadi sebuah dorongan 

dan rangsangan eksternal. Misalnya ketika melewati toko kue yang meragsang 

rasa laparnya. 

 

2. Information Search 

Setelah tergerak oleh stimuli konsumen berusaha mencari informasi lebih banyak 

tentang hal yang dikenalinya sebagai kebutuhannya. Konsumen memperoleh info 

dari sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, dan kenalan), komersial (iklan, 

tenaga penjual, perantara, kemasan), publik (media massa, organisasi pembuat 

peringkat), dan sumber pengalaman (pengkajian, pemakaian produk) 

 

3. Alternative Evaluation 

Merupakan tahapan dimana konsumen memperoleh informasi tentang suatu objek 

dan membuat penilaian akhir. Pada tahap ini konsumen menyempitkan pilihan 

hingga alternatif yang dipilih berdasarkan besarnya kesesuaian antara manfaat 

yang diinginkan dengan yang bisa diberikan oleh pilihan produk yang tersedia. 

 

4. Purchase Decision. 

Merupakan tahapan dimana konsumen telah memiliki pilihan dan siap melakukan 

transaksi pembelian atau pertukaran antara uang atau janji untuk membayar 

dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu benda. 

 

5. Post-purchase Behaior 

Merupakan tahapan dimana konsumen akan mengalami dua kemungkinan yaitu 

kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pilihan yang diambilnya. 



 

2.7 Pengertian Nasabah 

Pengertian nasabah menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah: 

“Akad pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau Unit Usaha 

Syariah.” 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 775): 

“Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank 

(dalam hal keuangan).” 

 

Menurut Eko Hadi Wiyono (2007: 424): 

“Orang yang menjadi pelanggan (menabung, dsb) di bank.” 

 

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005 

tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah: 

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang 

tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan 

transaksi keuangan (walk-in costumer).” 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank dalam hal 

keuangan. 

 

2.8 Pengaruh Pengetahuan Masyarakat (Consumer Worker) Mengenai 

Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank 

Syariah 

Hadirnya bank syariah di Indonesia, telah direspon pofitif oleh Bank 

Indonesia dalam pengembangannya. Hal ini ditandai dengan dibukanya Biro 

Perbankan Syariah di Bank Indonesia. Biro inilah yang mengawali 

tumbuhkembangnya bank syariah di Indonesia. Dengan adanya amanat yang 

dibebankan kepada biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, maka lembaga ini 



 

terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Sebagai program 

awalnya adalah menjalankan amanat UU Nomor 10tahun 1998 tentang perbankan 

dan UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Langkah yang ditempuh 

adalah mengembangkan networking bank syariah. Pengembangan jaringan kerja 

ini harus bersifat market driven, sehingga diperlukan data atau informasi yang 

lengkap dan akurat yang menggambarkan kebutuhan dan potensi pengembangan, 

baik dari sisi penyimpanan maupun pembiayaan. 

Potensi dimaksud dapat dipandang dari sumber daya dan aktivitas 

perekonomian suatu wilayah serta dari pola sikap atau preferensi dari pelaku 

ekonomi terhadap produk dan jasa bank syariah. Oleh karena itu, seluruh 

kebijakan Bank Indonesia yang berkaitan dengan bank syariah harus bersifat 

research-based policy.  

Kegiatan penelitian yang “disponsori” Bank Indonesia berkaitan dengan 

bank syariah ditujukan untuk: (1) memetakan potensi pengembangan bank syariah 

yang didasarkan pada analisis potensi ekonomi dan pola sikap/preferensi dari 

pelaku ekonomi terhadap produk dan jasa bank syariah; (2) mempelajari 

karakteristik dan perilaku dari pola masyarakat pengguna atau calon pengguna 

jasa perbankan syariah sebagai dasar penetapan strategi sosialisasi dan pemasaran 

bagi bank-bank syariah. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2000 mengenai 

potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap Bank Syariah di pulau Jawa, 

ditemukan bahwa kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang bank 

syariah adalah (1) bank syariah identik dengan bank dengan sistem bagi hasil, (2) 

bank syariah adalah bank yang Islami. Namun berdasarkan survey yang dilakukan 

di wilayah Jabar 8,1% responden yang menyatakan bahwa bank syariah secara 

ekslusif hanya khusus untuk umat Islam. 

Selanjutnya penelitian yang melibatkan 4.000 responden menghasilkan 

temuan bahwa untuk responden di wilayah Jawa Timur 10,2% menyatakan bahwa 



 

bank syariah sama saja dengan bank konvensional dan 16.5% meyatakan bahwa 

bagi hasil sama saja dengan bunga. Lebih menarik lagi, pandangan tentang apakah 

bagi hasil bertentangan dengan agama tampak pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.2 

 Bertentangan 

dengan ajaran 

agama 

Tidak 

bertentangan 

dengan ajaran 

agama 

Tidak Tahu/ 

Ragu ragu 

Jabar 62% 22% 16% 

Jateng 48% 21% 31% 

Jatim 31% 69% 

Seluruh Pulau 

Jawa (excl. DKI) 

45% 55% 

Sumber : Bank Indonesia, 2000. 

Pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan sistem perbankan syariah relatif 

tinggi (Jabar: 88,6%, Jateng&DIY: 71,2%, Jatim: n/a). Meskipun demikian 

pemahaman mengenai bagaimana keunikan sistem produk/ jasa bank syariah 

secara umum masih rendah. Analisis faktor-faktor yang memotivasi masyakarat 

untuk menggunakan jasa perbankan syariah ternyata untuk masyarakat Jabar dan 

Jatim yang lebih dominan faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank 

dari pusat kegiatan, sedangkan faktor pertimbangan keagamaan (yaitu masalah 

halal/haram) bukanlah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi 

kecenderungan menggunakan jasa bank syariah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Perkembangan Perbankan 

Indonesia (LPII) ada sekitar 88 persen dari 201 juta penduduk Indonesia atau 

sekitar 176,88 juta orang beragama Islam, namun hanya sekitar 1,6 persen dari 88 

persen atau sekitar 1,71 penduduk menjadi nasabah Bank Syariah. (Joyosumarto 

dalam Iqbal. 2007). Bersamaan dengan itu, pertumbuhan bisnis perbankan 

konvensional ternyata belum diikuti oleh perbankan syariah. Deputi Guberbur 

Bank Indonesia, Siti Fadjriah, menyatakan bahwa target pangsa pasar untuk bank 



 

syariah tahun 2008 adalah 5%. Ini sangat rendah dibandingkan Malaysia yang 

sudah mencapai 13% (Jawa Pos. 2007). 

 Dalam meningkatkan pertumbuhan perbankan  syariah maka Bank 

Indonesia baru saja mengeluarkan peraturan untuk menyempurnakan kebijakan 

pengembangan jaringan layanan syariah melalui Layanan Syariah (LS)/Office 

Channeling (OC). Langkah ini dilaksanakan melalui penerbitan Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) No 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang 

Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank 

yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa pokok aturan 

terkait penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia sebelumnya adalah 

memperluas cakupan wilayah layanan transaksi perbankan syariah. Sebelumnya, 

penerapan LS/OC hanya diperbolehkan bila unit usaha syariah (UUS) suatu bank 

konvensional memiliki kantor cabang syariah (KSC) di wilayah kerja Kantor 

Bank Indonesia (KBI) yang sama. Setelah penyempurnaan UUS dapat 

menerapkan LS/OC di seluruh kantor cabang dan cabang pembantu bank induk 

konvensionalnya pada propinsi yang sama atau wilayah kerja KBI yang sama 

(mana yang lebih luas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.3 

Perkembangan Rincian Jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia 

Keterangan 

Kanto

r 

IV/200

1 I/2002 II III IV I/2003 

BUS 

 

 

 

Total Ktr 

BUS 

 

BUK 

 

 

 

Total Ktr 

BUK 

 

BPRS 

Total Ktr 

BPRS 

 

 

KP 

KC  

KCP 

KK 

 

 

 

UUS 

KC 

KCP 

KK 

 

 

 

 

2 

36 

5 

43 

86 

 

 

3 

12 

0 

0 

15 

 

 

81 

182 

2 

37 

6 

44 

89 

 

 

3 

12 

0 

0 

15 

 

 

81 

185 

2 

39 

7 

46 

94 

 

 

6 

16 

0 

0 

22 

 

 

83 

199 

2 

40 

8 

51 

101 

 

 

6 

19 

0 

0 

25 

 

 

83 

209 

2 

44 

8 

56 

110 

 

 

6 

19 

0 

0 

25 

 

 

83 

218 

2 

46 

10 

58 

116 

 

 

6 

31 

1 

0 

38 

 

 

85 

239 

Sumber: Laporan Triwulan I, Bank Indonesia 

 

 

 Peraturan baru juga menyempurnakan layanan syariah yang semula hanya 

melakukan kegiatan penghimpunan dana, diperluas dengan melakukan seluruh 

transaksi perbankan yaitu penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa transaksi 

perbankan syariah lainnya. (Mulya. 2007. No 9/17/PSHM). Dengan adanya 

peraturan ini maka hampir dapat dipastikan bahwa akan semakin banyak bank- 

bank konvensional yang akan terjun ke bank syariah. Antonio memaparkan daftar 

bank konvensional yang telah dan segera memiliki unit usaha syariah (2001: 27): 

1. Bank IFI (membuka cabang syariah pada 28 Juni 1999) 

2. Bank Niaga (akan membuka cabang syariah) 

3. Bank BNI 46 (telah membuka 5 cabang syariah) 

4. Bank BTN (akan membuka cabang syariah) 

5. Bank Mega (akan mengkonversikan satu bank konvensional- anak 

perusahaannya- menjadi bank syariah) 



 

6. Bank Bukopin (tengah melakukan konversi untuk cabang Aceh) 

7. BPD Jabar (telah membuka cabang syariah di Bandung) 

8. BPD Aceh (tengah menyiapkan SDM untuk konversi cabang) 

Catatan: Data per November 2000 

 Deputi direktur Bank Indonesia, Siti Fadjriah, menyatakan bahwa  bank 

asing yang telah membuka bank syariah adalah HSBC, sedangkan yang baru 

mengajukan permintaan untuk membuka unit syariah adalah BPD dan Lippo 

(Jawa Pos. 2007) 

Informasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan 

pengetahuan mengenai bank syariah. Semakin baik pengetahuan tentang bank 

syariah semakin tinggi kemungkinan untuk mengadopsi bank syariah. Sebagian 

besar masyarakat yang mengadopsi bank syariah masih dominan dipengaruhi oleh 

emosi keagamaan belum berdasarkan pada pemahaman rasional yang baik 

Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila 

masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor 

peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah, disamping faktor 

penyebab lainnya. Dengan mengetahui pentingnya pengetahuan konsumen 

tentang perbankan syariah, Bank Syariah diharapkan dapat mengetahui dengan 

cara apa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 


